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ABSTRAKR

Dunia perbankan merupakan suate hal vang tidak bisa terlepas dan kehidupan
mgsyarkal Hal ol dischabkan eleh pola kehidupan masyarakar vang mengalane
perkembangan den bank merupakan sustu kebutuhan bagm masyarakat babkan sebagal
mitra dalam berusaha, karena apabula seseorang yang berusaba atau melakukan suatu
kepiatan usahs kekurangan atou fidak mempunyal dana maka lenly saga pihak ving
kekurangna itu akas mencoba mencukupinys dengan cara cara meminjam pada bank dan
etk memberikan kesempatan antak i, Peminjumnan pada bank khosasnva pada BPR
ditvangkan dalam bentuk perjanpan tertulis, s sural peranmputu sendin elab
dipersizpkan oleh bank karena karena memang dunia usaha lebih cendrung menggunakan
perjanjine atau dokumen bako semacam ilu Odak terkeenali bagi dussa perbankan,
denean dikeluzrkannya Undang Undang Perlindunpgan Konswnen maka ada suatu
pembatasan bagh pelaku usaha untuk merumuskan isi perjanpan alad dokwmen baku
supavi memperhatixan kepentingan konsumen. Adapun permasaizhan vang diangha
adalal apakal pihok BPR memperkenatkan st klousula bakw dalam perpangpan kreda
Legaila debite, apakah perjanjian keedit pada BPR memakai klausula chsoneras dae
bagannang perlindunpan vang dibenkan pibok BPR terhadap debuur, Lok meneli

permasatahan terscbut diatas ma e arddie empins yatu dain
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stndir vanp dipumau alels gih
kredit v sendin ada rerdaps
diberikan oleh pihak BPR ke
perjangim ket dan pengan
minvelesatkan permasalaban o
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ABSTRAK

Dunia perbankan merupakan suatd hal yang tidak bisa terlepas dan kehidupan
mesyarkal Flal ini dischabkan eleh pola kebidupan masyarskal vang mengalam
perkembanean dan bank merupakan sustu kebutuhan bag masyarakal babkan sebagai
mutra dalam berusaha, karena apabila seseorang yang berusaba atau melakukan suatu
kepiatan usahs kekurangan atay tidak mempunyai dana maka lente saja pihak ving
kekurangna ita akon mencoba mencukupinya dengan cara cara meminjam pada bank dan
baetk memberikan kesempatag antak o, Peminjaman pada bank khosasnva pada BPR
duvangkan dalam bentuk peranpan tertulis, 18 surat pecanpaniu sendin elak
dipersizpkan oleh bank karena karena memang dunia usaha lebih cendrmg menggunakan
perjanjian mtad dokumen bako semacam il Ddak terkeenali bagi duma perlankan,
dengan dikelugrkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen maka ada suatu
pembta= bag pelaky wsaha untuk merumuskan s peranjan alau dokwinen baku
supavit memperhatikan kepentingan konsumen. Adapun permasaizhan vang diangha
acalal apakal pihak BPR memperkenatkan isi klowsula bake dalam perjanjan kredil
Legada debitur, apakah perangizn keedit pada BPR memakni klausula chsonerasi dan
tagannang perlindunpan yang dibenkan pibok BPR terhadap debuur Unlok meneli
permasalahan tersebut dintns maka dipurakanlah pendekaan yuridic empins yatu data
lrtgsiing vamge diperaleb dan fapanpan yang bersifal deskipil dengan mengpenakan dala
primer vang terdin dary wawancara dan kuisioner serta data sekunder yang menggunak:n
Bl hokam primer, bahan hukom sekounder dan balan tertier, kemudian dislal dengan
wengeunakan editing dan tabulasi serta dimalisis secara kuantitanl dan kualatant, s
vane diperaleh adalzh bahwa pelaku usaha ada memperkenalkan tentang perjanjian
stsndar vanp dipunyvan olels piliak bank, kepada delntur dan didalam i surat pecjangisn
kredit o sendin ada terdapat klausula eksonerasi semia bentuk perlindungan yang
diberikan oleh pihak BPR kepada debiur adalah pemberion bunga tetap pada sctiap
o jamjiam kredit dan penganjuran untuk ikul asuransi jiwa bag debileemya serta borosaba
mnvelesaikan permasalahan atsu perselisihan antars bank dengan debitur secara dama
Sebingea dapat diambil kesimgpalan bahwa larsngan setuk mencantumban klugsola Taku
vime terdapst dalam Pasal 18 undanp undang perlindungan konsumen masih terdapal
dalam isi perionjian pada BPR walsepun didon sise pihak BPE S membenbkis
peclindungan pada pada debuaor.
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PENDAHULUAN

A Laar Belakang Permasalahan
Duma perbankan merupakan suatu hal vang tulak bisa terlepaskan dan
kehidupan masvarakat. Hal it disebabkan aleh pola kehidupan masyarakat yang
mengadamt perkembangan dan bank merupakan switu bebutaban g masyurakat
buhkan schagal mura dalam berusabi, Korena apabila sescorang yang herusaha
atau akan melakukan kegiatan usaha kekwrangan atau tidak punva dana maks
et sapa prhak vane kekurangan dona it akan mencoba mencukopinya dengan
cira menceba memimjam dart bank dan bank memberikan kesempatan unlek it
Rebulubian masyarakal skan dome perbankan ini sckaligus jusa merupakan
respott posibl dare berlakokannya Pakto (Paker Derepulase Oklober) 1928,
sehingga hal ini merupakan permicu perkembangan dunia perbankan yang tdak
terkecuali bagr BPR, seperti yang dimmtisankan dalam Pakio 1988, poin 6 (cnom )
yailu
“BPR boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank vang
Bersanghutan, tanpa izin dan Mentn Beuangan tetaps harus lapor kepads Bank
Erglavmesin selempaet”
Ratentuan dulam paint & fenam) lersebul secara legal skan memberikan
Remudzhan bagl bank untok memperkenalkan dumia perbankan o ke desa-desa
sehingga secara tdak langsung akan mencipiakan persaingan antars hank wmom

dengun BPR dan ditwmbah Tagr diperkuainys keberndoan BPE terscbul dalam
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Undang Undang }'-'-::rh:mlq:m Momor 7 Tahun 1992 vanp direbab dengan Undang
Hndang Momar 10 Tahun 1998,

Buncul lah slogan vang mengatakan bahwa menabung dibank umum dan
meminjum ke BPRY Hal ini dischabkan aleh mudahnys meminam atau kredit di
BPR, dalem artian dengan persyvaratan yang tdak begtu rumit dim dengan jumlah
vang lebih keeil dari jumlab minimum peminjaman pada bank umum dan teniu
seja yang didabalu dengan suatu perjanjian sepert bunk wmuom layakaya

Pengertian perjangian disior sama arlinyg dengan perjanjian yang telah
digtur dalam buku 111 Kaab Undang Undang Hokom Perdata, Pasal [213-158]
kataby Lndang Undang Hukum Perdata karens memang perjanjian akan selalu
merujuk kedalam pasal — pesal tersebul walavpun safat dan buku HI terbuka
artimya dalam buku T tersebut selalu tedbuka untok menpadakian perun)san lan
vamz tdak diatur dalam buky 11 Pengertian pepanjian dinvatakan dalam Pasal
1313 nva bahwa suatu perjanpian adalah suaty perbuatan dengan mana satu orang
atau lebeh mengiketkan dinnya kepada satu orang alau lebih.

ol duma usaeha sant sckarang imi |, btk vsgha dibidanpg peneadaan jass
maupen berang, lebih cendrung menppunakan perpampan atau dokumen baky 0
stumdar Rarena hal ne sangst dirosakan keprokbisan, Reetekintasan dan
keelisiennva dolam melakukan transakss I sangal diperhankan karena di
dalam dunia Tsmis tap detik sg adalsh sangal berhbarpa sehinges waklo ndak
tethuang besity saja hanva sekedar untuk membuat ataw merumuskan sebuaks
perjanjlan denpan kliennya atau dengan kata lain mereka memakan motie “wakty

PAsn Al v, 2000, Y lingkage Proersm Membangun Sitergi Aatara Bank Unsam dan PR,
Bleckia BPRY, Afedr S0, Edis 11 204 PERBARIMNTMO
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PENUTUP

Kesimpalan

Berdasarkan uraian lersebul maka dapat ditarik kesimpulan:

]

12

1

Sebelumnya tegadi pegjanjian antara pihak BPR dengan pihak debitur, pihak
BPR memperkenalkan dulu isi dari surat perjanjian perjajian vang telah
dibuat secara sepibak oleh pihak BPR dengan memperkenalkan satu persatu,
yang dalan undang undang  perlindonpan konsumen  dikenal dengan
menggunakan kata © informasi.”
lsi sural peganjian kredit terssbul mengandung klausula eksonerasi (Pada
Pasal 1 poin 4 nya, dinyatakan bahwa * Yang mendapat keedil dengan lepas
menyalakan tunduk kepada sepsla ketentvan dan kebiasaan bank yang
berlaku sekarang maupun vang akan diadakan bank, sckalipun semuanya ini
tidak disebutkan satu persetu dalam surst perjanjian ini ) namus para debitur
lidak menyadannya.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak debilur hanys berupa
penggunaan bunga tetep dan meganjurkan untuk  tkut  asuransi  tapi
perlindungan hukum lainnya belum ada karena memang belum ada ketentuan
untuk itu.
Saran

Sebatknya informasi yang diberikan pihak kepada debirurmya dengan

memperkenalkan satu - persatu 151 perjajian tersehut tetap dipertahankan
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